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BUPATI BANGLI
FROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG KEBIJAEKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

i

BUPATI BANGLI,

bahwa kebijakan skuntansi pemerintah daerah
disusun dalam rangka untuk memenuhi standar
dalam melakukan pencatatan, penvajian dan
pelaporan  keuangan daerah, sehingga mampu
mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik
untuk memberikan kesejahteraan masyarakat;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023
tentang Kkebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
sudah bidak =esuai lagi dengan kebutuhan dan
perkembangan hukum saat ini, sehingea perlu diubah:
bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Dearah;

Pasal 18 ayal [6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahunl945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 16535);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Ferundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2011 tentang



Guest
Rectangle


£

14.

5

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5587)
schagaimana  telah diuhah beberapa kali, rerakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kena
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Provinsi Bali {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 687 1):

FPeraturan ‘Pemermtah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tehun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20159 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 6322);
Peraturan Menter Keuangan Nomor
238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem
Akuntansi Pemerintahan  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013  tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomer 1425) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
20149 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daersh
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
14471;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Preduk Hukum Daerah
(Berita Negara: Republik Indoneésia Tahun 2015 Nomeor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Momor 1TR1}
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12, Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita
Megara Republik Indonesia Tehun 2023, Nomos 200)

13. Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 12 Tahun
2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 697);

14. Peraturan Bupati Nomeor 37 Tahun 2023 tentang
Kebyjakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita
Dlacrah Kabupaten Daerah (Berita Daersh Kabupaten
Bangli Tahun 2023 Nomaor 37);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan @ PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG
KEBLIARKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pazal [
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli
Tahun 2023 Nemor 37} diubah sebagai beriloat:

1. “hetentuan ayat (2] Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 14
(1) Peoyusunan LKPD berpedoman pada Rebijjakan  Akuntansi

Femnerintah Daerah.
2] Kebijjakan Akuntasi Pemerintah Daerah meliputi:

BAB [ . Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan;
BAB (1 : Kebijakan Akuntansi pendapatan — LRA;
BAB 1 : Kebijakan Akuntansi pendapatan — LO;
BAB TV : Kebijakan Akuntansi belanja;

BAB WV : Kebijakan Akuntansi beban;

BAB V1 . Kebijakan Akuntansi Transfer;

BAB VII : Kebyakan Akuntansi pembiayaan;

BAB VIII : Kebijakan Akuntansi kas dan selam kas;
BAB [X . Kebijakan Akuntansi piutang;

BAB X : Kebjjakan Akuntansi beban dibayar dimuka:
BAB X1 . Kebijakan Akuntansi persediaan:

BAB XII ! Kehijakan Akuntansi investasi;

BAE XIII : Kebijakan Akuntansi aset tetap;

BAB XIV . Rebuyakan Akuntans: dana cadangan;
HAB XV : Kebijjakan Akuntansi aset lainnya;

BAB XVI : Kebyjakan Akuntansi kewajiban;

BAB XVII : Kebijakan Akuntansi ekuitas;
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BAB XVIII . Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan BLUD:

BAB XIX : Kebijakan Akuntansi dana bantuan operasional
satuan pendidikan;

BAB XX : Hebijalean Akuntansi dana bantuan operasional
kesehatan pusat keschatan masyarakat;

BAB XX1 : koreksi kesalghan;

BAB XXII + peristiwa setelah tanggal pelaporan:

BAB XXIII ¢ Kebijakan Akuntansi properti investasi:

BAR XXV : Kehijakan Akuntansi treeswy  depasit facilit—
Transfer ke Daerah; dan

BAB XXV ¢ Kebijakan Akuntansi perjanjian konsensi jasa,

(3) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayvat (2) fercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati im.

<.  hetentuan Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupat ini.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Perattiran
Bupalti ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli

pada tanggal 7 Oklober 2024

T SHMENTARA BUPATI BANGLL Y
W

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 7 Oktober 2024

.". '--'FJ:.I‘_' w

g [ R
BERFIA-DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 29

\T SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANS]
PEMERINTAH DAERAH

BAE 1
KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

1.1 Herangks Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Bangli

A. PENDAHULUAN

Tujuan

1. Keranpgka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Bangli mengacu pada Kerangka Konseptual
Swandar Akuntansi Pemerintahan untuk meromuskan konsep
vang mendasari  penyvusunan  dan penyajian | laporan
keuangan pemerintah  dacrah. Kerangka  konseptual
mengakui adanya kendala dalam pelaporan keuangan.

2. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah
daerah i adalah schabail acuan bag:

a. Penyusun laporan keuangan pemenntah daerah  dalam
menyelesaikan permasalshan akuntansi vang belum diatur
dalam SAPY

b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah
laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP;

. Pengpuna. laporan keuangan dalam mepafsirkan informasi
vang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai
dengan SAP.

Ruang Li
1. Kerangka Konseptual ini mebahas!
8. Tujuan kerangks konseptual
b, Lingkunpan akuntansi pemerintahan;
¢, Peranan dan tujuan pelaporan Keuangan;
d. Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
e. Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan;
f. Unsur/Elemen laporan keuangan:
g. Pengakuan unsur laporan Keuangan,
h. Pengukuran unsur laporan keuangan,
i. Asumsidasar;
1. Prinsif-prinsif;
k., Kendals informas: akuntansi; dan
. Dasar hukum,

2 Kerangkd konseptual ini berlaliu bagi pelaporan keuangan seuap
entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten
Bangli, vang memperolch angegaran berdasarkan APBD, tidak
termasuk Perusahsan daerah.
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LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

1.  Lingkungan operasional organisasi pemerintah  daerah
berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan
pelaporan kevangannyva.

2. Cirt-ciri penting lingkungan pemerintah daerah yang perlu
dipertimbangkan dalam menctapkan tujuan skuntansi dan
pelaporan keuangan adalah sebagai berikut -

(a8) Ciri utama struktur pemerintah daerah dan pelayanan

vang diberikan;
(1) bentuk umum pemerintah daerah dan pémisahan
kekuasasn:

[2) sistermn pemerintahan ofonomi;

(3] adanya pengaruh proses politilk;

(4) hubungan antara pembavaran pajak dengan
pelayanan pemerintah daerah.

(b) Ciri keuangsn pemerintah daerah vang penting bagi

pengendalian:

(1] ‘anggaran sebagai pernvataan kebijakan publik,
target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;

{2) nvestasi dalam aset yang tidak langsung
menghasilkan pendapatan,

(3) Penyusutan nulai aset tetap scbagsi sumber dava
ekonomi  karena digunskan dalam kepiatan
aperasional pemerintahan.

CIRI UTAMA STRUKTUR PEMERINTAH DAERAH DAN PELAYANAN

YANG DIBERIKAN !

Bentuk Umum Pemerintah Dacrah dan Pemisahan Kekuasaan

a. Dalam bentuk Negara Kesaman Republik Indonesia vang
berazas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakvat
mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui
proses pemiliban. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan
ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislarif,
dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan
MEeTrjaga keseimbangan terhadap kemungkinan
penyalahgunaan kekuasaan di  anters  penvelenggaraan
pemerintah dacrah. Berdasarkan ketentuan perundangan
vang berlaku, diberlakukan otonomi daerah di tingkat kota
dan atau Provinsi, sehingga pemeriniah dacrah kota/Provinsi
memiliki kewenangan mengatur dirinya dalam urasan-
urusarn tertenu,

b. Dalam penvelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, pihak
cksckutf menyvusun anggaran dan menyampaikannya kepada
pthak legslatif untuk mendapatkan persetujuan. Pihak
eksekuni bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan
tersebut kepada pihak legislatif dan raleyat,

Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan antar
Pemerintah

Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam
sistem Pemerintahan Republik Indonesia, vaitu pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten /kota. Pemerintah
yvang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan
vang cakupannya lebih sempit. Adanva pemerintah  yang
menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak vang lebih
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pesar mengakibatkan diselenggarakannya  sistem bam  hasil,
alokasl dana wumuom, hibah, atau subsidi antar entitas
pemeriniahan.

Pengaruh Proses Politik

Salah  satu tyjuan utama pemerintah daerah  adalah
meningkatkan kesejahteraan raloat. S8ehubungan dengan itua,
pemenntah daerah berupava untuk mewujudkan keseimbangan
fiskal depgan mempertahankan kemampuan keuangan daerah
vang bérsumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber
finnyva guna memenubi kengman masvarakat, Salah satg cin
yvang penting dalam mewyjudkan keseimbangan tersebut adalah
berlangsungnya preses politlk untuk menyelaraskan berbagai
kepentingan yang ada di masyarakal.

Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan

Pemerintah Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dapat berupa pajak

pemerintah pusat THaupun pajak  daerah meskipun

pemungutannva dilakukan oleh pemerintah daerah. MeRanisme
otonomi memungkinkan adanva bagl hasil atas pemmungutan
pajak-pajak tersebut,

Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut

secara langsung atas pelavanan yang diberikan dalam bentuk

retribusi, schagian pendapatan pemerintah dacrah bersumber dan
pungutan pajak dalam rangks memberikan pelayanan kepada
masyarakat, Jumlah pajak vang dipungut tidak berhubungan
langsung dengan pelavanan vang diberikan pemeriniah daerah
kepada wapb pajak. Pajak yvang dipungut dan pelavanan yang
diberikan olech pemerintah dacrah mengandung sifat-sifat tertentu
vang wajib diperambangkan dalam mengembangkan  laporan

Keuarngan, antara lain sebagai berikuat.

1. Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan
vang sifatnya suka rela.

2. Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan
pajak sebagaimans ditentukan oleh peratiuran perundang-
undangan, secpertt penghasilan yang diperoleh, Kekayaan
vang dimiliki, alktivitas bernilai tambah ckonomis, atau nilai
kenikmatan vang diperoleh.

3. Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah  daerah
dibandingkan dengan

4. pungutan yvang dipunakan untuk pelayanan dimaksud sernmng

sukar diukur sehubungan dengan pelayanan oleh pemerintah

daerah.

Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelavanan yvang

diberikan pemerintah daerah adalah relatf sulit.

_,'_,I'I

Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal,
dan Alat Pengendalian

Angparan pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil
kesepakatan antara eksekutil dan legslatf tentang belanja yang
ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan
pendapatan vang diharapkan untuk menutup keperluan belanja
tersebul atau permnbiayaan vang diperlukan bila diperkirakan akan
terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di
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C.

Imghkungan pemerintah daecrah mempunvai pengaruh penting

dalam akuniansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena :

@) Anggaran merupakan pernyvataan kebijakan publik:

(b Anggaran merupakan target fiskal vang menggambarkan
keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan
vang diinginkan.

el Anggaran menjadi landasan pengendalian vang memiliki
konsekuens: hukum.

(] Anggaran memberi landasan penillaian kinerja pemerintah
dacrah.

ey  Hasill pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan
keuangan — pemerintah  dasrah sebagai permyataan
pertanggungiawaban pemerintah daerah kepada puhlile.

Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

Pemerintah daerah menginvestasikan dana vang besar dalam
bentuk aset vang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan
bagi pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan,

jalan, taman, dan kawasan reservasi. Scbagian besar aset

dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program
pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk
mempertahankan manfaat yang hendak ‘dicapai. Dengan
demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerinish dacrah berbeda
dengan fungsinya bagl organisasi komersial. Sebagian besar aset
tersebut tidak menghasilken pendapatan sccars langsung bagi
pemerintah daerah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah
dacrah untuk memeliharanva di masa mendatang.

Penvusutan Aset Tetap

Aset vang digunakan pemenntah, kecuall beberapa jenis aset
tertentu scpert tanah, mempunyal masa manfaat dan kapasitas
vang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat
dart suatir-asel dilakukan penyesuatan nilai.

PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN
1. Peranan Pelaporan Kenangan
Laporan Keuangan pemerintabh  daersh  disusun  untuk
menyediakan informast vang relevan mengenal  posisi
keuangan dan seluruh transaksi yvang dilakukan sleh suatu
entitas: selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan
pemerintah daerah terutama digunakan untuk mengetahui
nilai sumber dayva ckonomi yvang dmanfsatkan wuntuk
melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai
kondis  keuangan, mengevaluasi elfekinntas dan  efisiensi
entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya
terhadap peraturan perundang-undangan.
Setap entitas pelaporan mempunyai kewwajiban untuk
melaporkan upaya-updyva vang telah dilakukan serta hasil
vang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis
dan terstruktur pada suatu pericde pelaporan untuk
kepentinga:
a. Akuntalulitas
Mempertanggungjawabkan penegelolaan sumber dava
serta pelaksanaan kebijakan vang dipercayakan kepada
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pemerintah daerah dalam mencapai twuan vang telah
ditetapkan secara periodilk.

Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah
dalam periode pelaporan sehinpea memudahkan fungsi
perencanaan, pengelolaan dan  pengendalian  atas
geluruh aget dan ckuitas pemerintah daerah untk
kepentingan masvarakat.

Transparansi

Memberikan informasi keuangan vang terbuka dan jujur
kepada masvarakat berdasarkan pertimbangan bahwa
masyarakat memiliki hak untuk mengetabu secara
terbuka dan menveluruh  atas  pertanggungawaban
pemernmniah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercavakan kepadanya dan ketaatannva pada
peraturan perundang-undangan.

Keseimbangan Antar Generasi (Intergenerational eqguity
Membantu para pengguna laporan untulk mengetahui
apakah penerimaan pemerintah dacrah pada periede
laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran
vang dialokasikan dan apakah generasi vang akan
datang diasumsikan akan ikut menanggung beban
pengeluaran tersebut.

Evaluasi Kinerja

Menpevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam
penggunaan sumber ‘dava ekonomi vang dikelola
pemerintah untuk-mencapai kinerja vang direncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan  keuangan  pemerintah daersh  mienvajikan
informasi vang bermanfast bagi para pengguna laperan dalam
menilai  akuntabilitas dan  membuat keputusan baik
keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

.

menvediakan nformasi mengenal apakah penerimaan
penicde berjalan eubup untuk membiayal  seluruh
pengeluaran.

menyediakan  informasi  mengenai apakah  Cars
memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah
sesual dengan anggaran yvang ditetapkan dan peraturan
perundang-undangan.

menyediakan informasi mengenai jumiah sumber dayva

ekonomi vang digunakan dalam kegiatan pemerintah

daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.

menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah
daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi
kebutuhan kasnva,

menyediakan nformasi mengenal posisi keuangan dan
kondisi pemerintah daerah berksitan dengan sumber-
sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun
jangka panjang, termasuk vang berasal dari punputan
pajak dan pinjaman.

menyvediakan informasi mengenai perubahan  posisi
keuangan pemerintah  dacrah, apakah mengalami
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kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegatan vang
dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan
keuangan pemerintah daerah menvediakan informasi
mengenal sumber dan  penggunaan  sumber dava
keuangan /ekonomi, transier, pembiavaan, sisa lebih atau
kurang pelaksansan anggaran, saldo anggaran lehih,
surplus/defisit-Laporan Operasional, aset, kewajiban,
ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.

D. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI
1. Pengguna Laporan Keuangan
Terdapat bebrrapa kelompok utams pengguna  laporan
kevangan pemcerintah dacrah, namun tidak terbatas pada -
{d) masvarakat;
{b) para wakil rakvat, lembaga pengawas, dan lembaga
pemeriksa;
{c)  pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi,
mvestas, dan pinjaman; dan
id) pemerintah yang lebiby tinggl (Pemerintah Pusat).
2. Rkebutuban Informasi
Informasi vang disajikan dalam laporan kewangan bertujuan
umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dar semua
kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan
pemerintabh daerah  tidak dirancang untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.
Meskipun memiliki akses terhadap detaill informasi vang
tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah daerah
wajibh memperhatikan informasi vang disajikan dalam laporan
keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan
pengambilan keputusan.

E. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN
Rarakteristik kualitatil laporan keuangan adalah ukuran-ukuran
normatil vang periu divujudkan dalam  informasi akuntansi
sehingga dapal memenuhi tujuannya.,

Kecmpat karakicristik berikut ini meripakan prasyarat normatif
vang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat
memenuhi Kualitas vang dikehendaki:

Relevan;

Andal;

dapat dibandingkan; dan

dapat dipahami

N S e

"

Relevan

Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan
apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat
mempengarihi  keputusan  pengguna laporan keuangan
dengan membantunva dalam mengevaluasi peristiwa masa
lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau
mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lah.
Dengan demikian, informasi laporan kéuangan yang relevan
adalah wyang dapat - dihubungkan dengan maksud
PENEELNAANITYE.

Informast vang relevan harus:
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4. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya
bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus
memuat  informasi  yvang memungkinkan pengguna
laporan untuk  menegaskan  atau  mengoreksi
ekspektlasinya di masa lalu;

B Memliki manfaat prediktif [prediciive value), artinva
bahwa laporan kevangan harus memuat informasi vang
dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi
masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan
kejadian masa kini;

. Tepat wakiu, artinva bahwa laporan kevangan
pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga
dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan
keputusan pengguna laporan keuangan; dan

d. Lengkap, artinva bahwa penyajian laporan keuangan
pemerintah daerah harus memual informasi yang
selengkap mungkin, yvaitu mencakup semua informasi
akuntansi vang dapat mempengaruhi  pembuatan
keputusan  pengguna  laporan. Informasi  yang
melatarbelakangl setiap bute informasi utama yang
lermual dalam laporan kewuangan harus diungkapkan
dengan  Jelas agar kekelirwan dalam  penggunaan
informas: tersebut dapat dicegah,

Andal
Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus
bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan
material, menyajikan setiap kenvataan secara jujur, serta
dapat diverifikasi. Informasi akuntansi vang relevan, tetapl
jika hakikat atau penvajiannya tidak dapat diandalkan maka
penggunaan  informasi  tersebut secara potensial  dapat
menyesatkan, Inflormasi wvang  andal haras  memenuhi
katakteristik:

g, Penyajiannya jujur, artinva bahwa laporan keuangan
pemerintah  daerah  harus memuat informasi yang
menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa
lainnya wvang scharusnya disajikan atau yang sccara
wajar dapat diharapkan untuk disajikan;

. Dapat diveriikasi [verifiability), artinvae bahwa laporan

kevsngan Pemenntah daerah haris memuat informasi

yvang dapat diuji, dan apabila pengjian dilakokan lebih
dari sekah oleh pithak vang berbeda, hasilnya harus tetap
menunjukkan simpulan yvang tidak jauh berbeda;

Nelralitas, artinya babwa laporan keuangan pemeriniah

daerah harus memuat informasi vang diarahkan untuk

mementuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada
kebutuhan pihak tertentu.

o

Dapal Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemetintah
daerah akan lebih berguna jika dapat dibandimgkan dengan
laporan: keuangan periode sebelumnya atau laporan
keuvangan pemerintah daerah  lain pada umumnya.
Perbandingan dapat dilakukan sccara internal dan cksternal.
Perbandingan ‘secara internal dapat dilakukan  hila
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pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang
sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal
dapat dilakukan Lila pemerintah dacrah Varng
diperbandingkan menerapkan  kebijakan akuntansi vang
sama. Apabila pemerintah daerah sakan menerapkan
kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan
akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan
akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya
perubahan terschur.

4.  Dapat dipaham

Informasi yvang disajikan dalam laporan keuangan harus
dapat dipahami oleh pengguna. laporan keuangan dan
dinyatakan dalam bentuk serta istilah vang disesuaikan
dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk im,
pengguna laporan diasumsikan memilila pengetahuan yang
memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah
daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan wuntuk
mempelajan informasi vang dimaksud.

F. UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari;
fa) Laporan Keuangan vang dihasilkan aleh SKPD sebagai entitas
akuntans berupa:
¢« Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
¢ Neraca SKPL;
+ Laporan Qperasional;
o [Laporan Perubahan Ekuitas: dan
+ Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.
ib] Laporan Keuangan vang dibasilkan oleh PPKD sebagai entitas
akuntansi berupa:
Laporan Realisasi Anggaran PPED;
Neraca PPKD:
Laporan Arus Kas;
Laporan QOperasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;: dan
« Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD;
i€} Laporan kecuangan gabungan yang mencerminkan laporan
kévangsn pemerintzh daerah sebagai entitas pelaporan
berupa:
» Laporan Realisas: Anggaran
Laporan Perubahan SAL/SAK,
Noraca;
Laporan Operasional,;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Laporan Aras Kas; dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitas
pelaporan wajib menvajikan  lgporan lain dan/atau  elemen
mformasi: akuntansi yvang diwgjibkan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan |statutory reparts).



Guest
Rectangle


1.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPED/Pemerintah daerah

merupakan laporan vang menvajikan ikhtisar sumber, alokasi dan

pemakaian sumber daya ckonomi  vang  dikelola  oleh

SKPD/PPKD / Pemerintah daerah,  vang mengegambarkan

perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu

periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah
memberikan  informasi  tentang realisasi dan  anggaran

SKPD/PPKD/Pemerintah daerah secara tersanding. Penvandingan

antara  anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat

Ketercapaian target-target vang telah disepakati antara legislatif

dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicalkup secara langsung oleh Laporan Realisasi

Anggaran lerdin dari pendapatan, Dbelanja, transfer, dan

pembiavaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut;

la] Pendapatan LRA (basis kas} adalah penerimaan oleh
Bendahara Umum Daerah yang menambah salde anggaran
lebih dalam periode tahun anggaran yvang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibavar
kKembah eleh pernerintah daerah.

b} Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh
Bendahara Umum Daerah yvang mengurangi saldo anggaran
lebih dalam periode tahun anggaran bersanglutan vang tidak
akan diperoleh pembavarannya kembali oleh pemenntah
«acrah.

le} Transler adalah penerimaanpengeluaran uang dari suatu
entitas  pelaporan  dari/kepada entitas pelaporan  lain,
termasulk dana perimbangan dan dana bagi hasil,

{d}] Pembiavaan |financing) adalah setiap
penenimaan pengehaaran yang tidak berpengarubh  pada
kKekayaan bersih entitas yvang periu dibayar kemball dan fatau
vang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersanghutan maupun tahun-tahun anggaran berikumya,
vang dalam penganggaran pemeringah daerah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit atau meémanfaatkan
surplus anggaran.

{e)] Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari
pimjaman atau hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan
antara lain digunakan untuk pembavaran kembali pokok
pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, atau
penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebib lanjut dalam Catatan

atas Laporan keuangan. Penjelasan tersebul memual hal-hal yvang

mempengaruht pelakasanaan angpgaran seperti kebijakan fiscal
dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan vang material
aniara anggarat dan realiasinya, seria daftar-dafiar yang merinei
lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan,

Penjelasan leboh rinci dapat pula dijelaskan dalam  bentuk

lampiran.

Berikut ini contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah
Kabupaten Bangli,
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PEMERINTAH KABUFATEN BANGLI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

. (Dalam Rupiah)
: Anggara | Realisas: Resalisas

N Uraian n 20X1 20X1 | (%) | 20X0
% Pendapatan
4.1 | Pendapatan Asli Daerah’ |
T’ L Pajak Dacrah
:‘1 Retribusi Daerah
4.1. | Hasil Pengelolaan
3 Kekayvaan Daerah yang

Dipisahkan = —
4.1. | Lain-lain PAD vang Sah
4
4.2 | Pendapatan Transfer B
4.2. | Pendapatan Transfer

1 Pemerintah Pusat ;
4.2. | Dana Perimbangan =
|
4.2. | Dana Insendfl Daearh !

12 | (DIDY | |
4,2. | Dana Desa | '
1.8
4.2..| Pendapatan Transfer

-2 Antar Daerah .
4.2. | Pendapatan Bagi Hasil
2.1
4.2, | Bantuan Keuangan
2.2
4.3 | Lain-lain Pendapatan

Dacrah yang Sah
4.3. | Pendapatan Hibah
1
4.3, | Lain-lain Pendapatan

2 Sesual dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-
undangan

Belanja |

5

5.1 | Belanja Operasi
5.1, | Belanja Pegawai
I

5.1, | Belanja Barang dan Jasa
2
2.1, | Bunga

3 |

51. | Subsidi

L
1. | Hibah
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Bantuan Sosial

Belanja Modal

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan
Mesin

Belanja Gedung dan
Bangunan

Belanja Jalan, Irigasi dan
Jaringan

Belanja Aset Tetap
Lamnya

Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga

Jumlsh Belanja

Belanja Transfer

Bagi Hasil Retribusi

Bagi Hasil Pendapatan
Lainnya

SURPLUS | (DEFISIT)

Pembiayaan

Penerimzan Pembiayaan

Pengeunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran
(SiLPA]

i

Pencairan Dana Cadangan

[

Hasil Penjualan Kekavaan

Daerah vang Dipisahkan

[

Penenmaan Pinjman
Dagerah

—

e g4 T O o o

Fenerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman
Daerah

f—
N

Penerimaan Piutang
Daerah

hajha

Pengeluaran Pemblavaan
Pembentukan Dana
Cadangan

b

S A E s e B

Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah
Daerah

M

-

Pembayaran Pokok Utanyg

¥

oo e o
i

Pemberian Pinjaman
Daerah

PEMBIAYAN NETO

Sisa Lebih [Kurang
Pembiayaan Tahun
Berkenaan
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Catatan atas Laporan Keuanan merupakan bagian yang tidak
terpisabkan dari laporan keuangan ini

2.

Bangli, 31 Desember 20X ]

Bupati Bangli,

Laporan Perubahan Salde Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menvajikan informasi
kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Disamping itu, suatu
entilas peloparan menyajikan rincian lebih lanjutdan unsur-unsur
yvang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Beritkut Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pemernintah kabupaten Bangli.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 20X 1 DAN 20X0

(Dalam Rupish)
I
Tahun Tahun
A Reff =~ 20X1 = 20X0
Saldo Angearan Lebih Awal 5.2.1
Penggunaan SAL sebagai 5:2.2
_Penerimaan Tahun Berjalan
Sub Total (1 s.d2) |
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan D.2.3
| Anggaran [SiLPA/SIKPA)
subTotal (3+4) |
| Koreksi Kesalahan Pembukuan 524
| Tahun Sebelumnya |
_ Lain-lain !
' Saldo Anggaran Lebih Akhir l 5.2.5
| [BeE+T) . o

Catatan afas Laporan Keuanan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan-dart laporan keuangan ing

Bangli, 31 Desember 20X1
Bupati Bangli,

R ———— veved)
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3.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan

entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ckuitas pada

tanggal tertentu,

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan

ekuitas, Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

(&l Asect adalah sumber dava ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pémerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sesial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah
dagrah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya nonkeuangan vang  diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber
daya yang dipelihara karena alasan sejarab dan budaya.

(b RKewajiban adalah utang vang timbul dar peristiva masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi pemerintah daerah.

[c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah vang
merupakan selisth antara @set dan kewajiban pemerintah
daerah.

Aset

Manfaat ekonomi masa depan vang terwujud dalam aset adalah
potenst aset  tersebut untuk memberiken sumbangan, baik
langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional
pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan
belanja bagi pemerintah daerah.

Aset diklasiikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu

-aset diklasifikasikan sebagai asel lancar jika diharapkan segera

untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual
dalarn wakta 12 (dua belas) bulan scjak tangeal pelaporan. Asct
yvang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut

‘diklasifikasikan sebagai aset non lancar,

Aset lancar meliputi kas-dan setara kas, investasi jangka pendek,
pratang, dan persediaan.

Aget nonlancar mencaliup aset yang bersifat jangka panjeng, dan
asct tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak
langsung untuk kegiatan pemerintah dagrah atau vang digunakan
masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi
investasi jangka panjang, aset tetap; dana cadangan, dan aset
lainnyva.

Investasl jangka panjang merupakan investasi yvang diadakan
dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan
manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode
akuntansi.  Investasi  jangka panjang meliputi  investasi
nonpermanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain
mvestas: dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam
provek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya.
Investasi permanen anlara lain penyertaan modal pemerintah
daerah dan investasi permarnen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
pangunan, jalan, irigas), dan jaringan, aset tetap lainnva, dan
konstruks: dalam pengenaan.
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Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagal aset lainnya.
Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset
kerja sama [kemitraan).

Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah baliwa pemerintah dasrak
mempunyai kewsajiban masa kini yang dalam penyelesaiannyva
mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yvang
akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan
Elgas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam
konteks pemerintahan, kewsjiban munecul antara lain karens
penggunaan sumber peémbiayaan pijaman darl masyvarakat,
lembaga keuangan, entitas pemerintah dacrah lain, atau lembags
internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena
perikatan dengan pegawai vang bekerja pada pemerintah daerah
alau dengan pembern jasa lainnya.

Setiap -kewajiban dapat dipaksskan menurut hukum sehagai
konsekuensi dari  kontrak  vang mengikat atau  peraturan
perundang-undangarn. _
Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan
kelompok kewajiban vang diselesailan dalam waktu kurang dari
dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka
panjang adalah  kelompok kewajiban  yang penyelesaiannya
dilakukean setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan,

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah  yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah dacrah
pada tanggal laporan. Saldo ckuitas di neraca berasal dari saldo
akhir laporan perubahan ekuitas

Pos-pos Neraca dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam
bentuk daftar atau lampiran,

Berikut contoh format Neraca Pemerintah Kabupaten Bangli.
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

NERACA
Per 31 Desember 20X1 DAN 20X0

{Dalam Bupiah)
Uraian : REF 20X 1 20X0
ASET ) 5.3.1
ASET LANCAR B i
_Kas dan Setara Kas 5.3.1.1 =
Kas di Kas Daerah 2 0 e

1

i Kas di Bendahara a.
k-,

Penerimaan
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Kas di  Bendahara | 5.3.1.1.1
Pengehuaran 2
Kas di BLUD TR R
3
Kas Dana BOSP SSLTL
—— 4
Kas Dana BOK Puskesmas | 5.3.1.1,1
o
Kas Lainnya 5.3.1.1.1;
16
Investasi Jangka Pendek 53.1.1
2
Investasi Jangka Pendek|3.3.1.1.2.
Lainnya _ —|51
Penyisihan Investasi Jangka | 5.3.1.1.2.
Pendek Lainnva 2
Pintang Pendapatan 5.3.1.1
.3
Piutang Pajak Daerah 5.2:1:1.9,
I - 1
II Prutang Retribusi Dasarh e e M
| 2
Piutang  Hasil Pengelolaan 53 L 12
Kekavaan Daergh 3
Piutang Lein-lain PAD vang | 5.3.1.1.2,
Sah 4
Piutang Transfer Pemerintah | 5.3.1.1.2.
Daerah Lainnya )
Piutang Lainnya 5.3:1.1
: 4
Penyisihan Piutang 5.3.1.1
- 5
Beban Dibayar Dimuka 5.3.1.1
g .6
Persediaan 5.3.1.1
4
~ INVESTASI JANGKA PANJANG 5.3.1.2
Investasi Non Permanen 53.1.2
o |
Dana Bergulir 2.3.1.2.1.
1
Investasi Non  Permanen | 5.3.1.2.1.
Lainnya 2 B
Penyisihan Investasi Jangka | 5.3,1.2,1
Panjang Non Permanen 3
Investasi Permanen 5.3.1.2
M- 3
Penvertaan Modal | 5.3.1.2.2
. Pemerintah Daerah | 1
_ASET TETAP 5.3.1.3
| Aset Tetap Tanah 5.3.1.3.
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1
Aset Tetap Peralatan dan 5.3.1.3.
Mesin ) 2
Asct Tetap Gedung dan 5.3.1.3:
Bangunan 4
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan *3.1.3.
Aszet Tetap Lainnva: 2‘3.1 =
Aset Tetap Konstruksi 5.3.1.3.
Dalam Pengerjaan f
Akumulasi Penvusutan Aset 53113
Tetap '
DANA CADANGAN 5.3.1.4
Dana Cadangan S3.1.4
]

_ASET LAINNYA o 5.3.1.5
Kemitraan dengan Pihak | 5.3.1.5.1
Ketiga
Asel Tidak Berwajud | 5:3.1.5.2

. Lamnya .

Aset Lain-Lain 5.3.1.5.3
Akumulasi Amortisasi Aset | 5.3.1.5.4
Tak Berwujud

Akamulasi Penyasutan Aset | 5.3.1.5.3
lainnya B

Dana Transfer Treas 5315

I Deposil Facility (TDF) &

_ PROPERTI INVESTASI 5.3.1.6
Properti Investasi - Gedung 5.3.1.6.
Bangunan 1
Akumulasi Penvusutan 53.1.6.
Froperti Investasi 2

KEWAJIBAN 5.3.2
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 5.3.2.1
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Lainnya ) 5
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Utang  Jangka  Panjang 5329
Lainnva: 2
EKUITAS 5.3.3
JUMLAH KEWAJIBAN DAN 534

__EKUITAS

Catatan atas Laporan Feuangan merupakan bagian Yeing tidak
terpsalikan dari laporan keuangan ini

Bangli, 31 Desember 20X 1
Bupati Bangli,

4. Laporan Operasional

Laperan Operasional menvajikan ikhtisar sumber dava elonomi

vang menambah eknitas  dan penggunaannyva dikelola woleh

pemerintah dasrah untuk kegiatan penyclenggaraan pemerintahan

dalam satu periede polapomn.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdirl das

Pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar bissa. Masing-

masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikurt :

a. Pendapatan-L0 [basis akmal) adalah hak pemerintah daerah
vang diskui sebagai pesambah nilai kekavaan bersih

b. Beban adalah kewajiban pemenntah daerah vang diakui
scbagai pengurang nilai kekavaan bersih

¢. Transfer penerimaan -atau kewajiban  pengeluaran uang
darifoleh  suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas
pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan bagi hasil

d. Fos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban liar
biasa yng terjadi karena kejadian atay transaksi vang bukan
merupakan operasi biasa, tidak dibarapkan sering atau rutin
terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas VEANE
bersangkutan.

Berileut adalab contoh format Laporan Operasional Pemerintah

kabupaten Bangh.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20%1 dan

20X0
- (Dalam Rupiah)
Kenatkan
. , /
Uralan REF 20X1 | 2000 Poisri | 29
In

KEGIATAN OPERASIOAL = 5.4.1

e S |

 PENDAPATAN — LO 5.4.1.1 |
PENDAPATAN ASLI 5.4.1.1.
 DAERAH - LO 1
Pendapatan Pajak 5.4.1.1.
Paerah-LO 1.1
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Pemdapatan  Retribusi 24.1.1.
Dacrah-LO ) I k2
Pendapatan Hasil 3.4.1.1.
' Pengelolaan  Kekayaan 1.3
. Daerah-LO
Lain-lzin PAD vang Sah- 5.4.1.1,
L) 1.4
PENDAPATAN ' 5.4.1.1.2
. TRANSFER - LO
' Pendapatan Transfer 3.4.1.1.21
Pemerintah Pusat — LO
Bagi Hasil Pajak —LO | 5.4.1.1.2.1
N
Bagi Hasil Bukdan 54.1.1.21
Pajak/ Sumber Dava| .2
- Alam-LO _
Dana Alokasi Umum | 54.1,1.2.1
{DALU}-LO i3 |
Dana Alokasi Khusus|5.4.1.1.2.1
L (DAK)-LO 4 k
Pendapatan Transfer 5.4.1.1.2. |
Pemerintah Pusat 2
___ Lainnya-LO
' Cana Penyesuaian —|54.1.1.22
LO 1 _
Pendapatan Transfer 5.4.1.1.2.
Pemerintah Daerah '3
Lainnya-LO -
Pendapatan Bagi Hasil | 54.1,1.2.2
| Pajalk-LO 1
Bantuan Keuangan - 5.4.1.1.2.
| Lo 4
Bantuan  Keuangan 9.1, 1,
dari Pemerintah | 2.4.1
Daerah Provinsi
| Lainnya-LO
Bantuan Keuarngan 5.4.1.1.
dari Pemerintah 2.4.2
Dacrah Kabupaten -
LG
LAIN-LAIN PENDAPATAN 54.1.1.3
DAERAH YANG SAH - LO )
Pendapatan Hibah- LO 5.4.1,1
3 3.1
|
BEBAN 5.4.1.2
BEBAN OPERASI 54.1.2
1 ,
! Beban Pegawai 5.4.1.2
113
| Beban Barangdan Jasa [54.1.2.1.2
, Beban Bunga 24.1.2.1.3
! Beban Hibah 54.1.2.1.4
|____Beban Bantuan Sosial | 5.4.1,2.1.5
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Beban Penyisihan 54.1.2.16
Piutang
Beban Penyusutan dan | 5.4.1.2.1.7 '
Amortisasi =
| Beban Lain-fain 5.0.1.2. 1.8 -y
" BEBAN TRANSFER 54.1.2.
L 2
[ Behan Bagi Hasil 212
2.1
Beban Bantuan 5.4.1.2.
. Keuvangan 2.2 .
SURPLUS/(DEFISIT) 5.4.1.3
DARI KEGIA- TAN
_ OPERASIONAL
KEGIATAN NON 5.4.2
 OPERASIONAL |
| | '
SURPLUS NON | 5.4.2.1 |
__OPERASIONAL - LO =
Surplus Penjualan / 5.4.2.1.1 N I
Pertukaran { Pelepasan
Aset Non Lancar-LO | . 1
DEFISIT NON | 5.4.2.2
OPERASIONAL - LO N
Defisit Penjualan/ 5422, = o
Pertukaran / Pelepasan
_ Aset Non Lancar-LO) | = e L
Defisit Penyelesaian | 5.4.2.2.2
Kewajiban Jangka '
Panjang —LO | N
SURPLUS/(DEFISIT) 5.4.2.3
DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL
POS LUAR BIABA 54.3 N
Pendapatan Luar Biasa - | 5.4.3.1
LO | ==
B&han Luar Biasa — LO 5.4.3.2 . N .l
SURPLUS/(DEFISIT) 5.4.3.3 |
~ DARI POS LUAR BIASA N N i)
~ SURPLUS/(DEFISIT}|-L0 | 5.4.4 I

Catatan atas

terpisahkan dan laporan keuangan

5. Laporan Arus Kas

Bangli, 31 Desember

Bupati Bangl,

Laparan Heuungun mermpakan  bagian yr:rng miuk

s

Laperan Arus Kas merupekan laporan yang menvajikan informasi
mengendi sumber, penggunaan, dan perubahan kas sclama satu
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periode akuntansi serla saldo kas pada tanggal pelaporan, Tujuan

pelaporan arus kas adalah memberikan informasi  mengenai

sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas sclama suatu

perinde akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal

pelaporan.

Unsur vang dwakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dan

penerimaan  dan  pengeluaran kas, vang  masing-rasing

didefinisikan sebagai berileyt:

{a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas vang masuk ke
Bendahara Umum Daerah. '

ib] Pengeluaran kas adalah semua aliran kas vang keluar dari
Bendahara Umum Daerah,

Penvajian Laporan Arus Kas menggunakan Metode Langsung yaitu

metode penvajian srus kas dimana pengelompokan utama dan

pengeluaran kas bruto harus diungkapkan,

Berikut adalah contoh format Laporan Arus Kas Pemerimah
Kabupaien Bangli.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan

200
(Dalam Rupiah)

Uraian REF 20X1 20X0

ARUS KAS DARI AKTIVITAS 5.5.1

OPERASI
. Arus Has Masuk 5.5.1.1 |
. Pendapstan Pajak Daerah =510 |
l .
Pendapatan Retribusi Daerah e e
Pendapatan Hasil Pengelolaan 5-._5. 1.1:3

Kekavaan Daerah I
I

Lain-lain PAD yang Sah 5.5.1.14
Transler Pemerintah Pusat 2. 1.1.2
Transfer  Pemerintgh Pusat- | 5.5,1,1.6
Laitiva |
Transier Pemerintah. Daerah-  5.5.1.1.7
Lainnya
Bantuan Keuangan 5.8.1.1.8 R
Pendapatan Hibah 201159
Pendapatan Dana Darurat =.a.1.1.1
' o
 Pendapatan Lainnya 5.5.1.1.1
1
Jumliah Arus Masuk Kas il =
_ArusKeluarBas | 5512
Belana Pegawsail a2.6.1.2.1 B
Belanja Barang dan Jasa 55,22 ! | -
~ Belanja Bunga 5.5.1.2:3 |
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PENDANAAN

Banga Subsidi 2.5.1.2.4
Belanja Hibah 55.1.25 ]
Belanja Bantuan Sosial 5.5.1.2.:6
Belanja Tak Terduga o127
__ Transfer Bagi Hasil Pajak Dacrah | 55.1.2.8
Transfer Bagi Hasil Pendapatan [ 55.1.2.0 x
Lairinya
Transfer Bantuan Kevangan ke |5.5.1.2.1 I
Desa §]
Transfer  Banluan  Keuangan | 5.5.1.2.] el
Lainnya 1
Jumln.h Arus Keluar Kas -
|
Arus Kas Bersih dari Aktivitas 5.5.1.3
Operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS 5.5.2 N
INVESTASI
Arus Maszuk I'Eu N 5.5.2.1
Pencairan T'Jﬁna Ca.dangan 552, 1.1
Penjualan atas Aset Deerah vang | 5.5.2.1.2
| Tidak Dipisahkan _
| Penjualan atas Aset Lainnyva 5.5.2.1.3 B |
i Hasil Penjualan Kekavaan Daerah | 5.5.2.1.4
vang Dipisahkan o TR |
Penerimaan F"mjuaj&n ]n.'l.rr:stam =.2.1L.5
! Non Permanen
' Jumlah Arus Masuk Kas '
 Arus Keluar Kas 5.52.2 |
Pembentukan Dana Cadangan 5530,
| I
Belanja Modal — Tanah 55202 |
Belanja Modal - Peralatan dan | 5.5.2.2.3
| Mesin !
| Belanja  Maodal CGedung dan | 5.5.2.2.4
~_Bangunan
Belanja Modal - .Jalan, Irigasi dan | 5.5.2.2.5
Jaringan ==t
Belanja Modal Aset  Tetap | 5.5.2.2.6
Lamnva
e E—'Ei.EIHI}E Modal - Aset Lainnyva 2.0.2.2.7
Penvertaan Maodal Pemerintah | 5.5.2.2.8
Daerah N -
Pengeluaran Poembelian [nvestas) | 5.5.2.2.9
Non Permanen
- Jumlah Arus Keluar Kas B
Arus Kas Bersih dari Aktivitas  5.5.2.3
__ Investasi | ]
ARUS KAS DARI AKTIVITAS 5.5.3
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Arus Masuk Kas : | 5.53.1 !
Penerimaan  Pinjaman  Dalam | 5.5.3. 1.1
Negeri ) o
Penerimaan Finjaman Luar Negeri [ 5.5.3.1.2 B :
__Penerimaan Utang Obligasi 5.5.3.1.3 .
Penerimaan embali  Pinjaman | 5.5.3.1.4
Daerah
Penerimaan Utang Jangkd | 5.9.3.1.5 '
_ Panjang Lainnya |
Jumlah Arus Masuk Kas : |
[ |
Arus Heluar Kas 5532
Penvertaan Modal BUMD 55021
Pembayvaran Pokok  Pinjaman | 5.5.3.2.2
Dalam Negerik '
Pembayvaran Pokok Pinjaman Luar | 5.5.3.2.3
Negeri -
Pembayaran Pokok Utang Obligasi | 5.5.3.2.4
Pemberian Pinjaman Dacrah  [5.5.3.2.5 S e
Pembavaran Utang Jangka | 5.53.3.2.6
Panjang Lainnva
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Has Bersih dari Aktivitas 5.5.3.3
Pendanaan L
ARUS KAS DARI AKTIVITAS 554
TRANSITORIS || I
Arus Masuk Kas 5.5.4.1
Penerimaan Perhitungan Fihak 2241,
Ketiga {PFK) ' 1
Jumlah Arus Masuk Kas
Arus Keluar Kas 5.5.4.2
Pembayaran Perhitunigan Fihak 5:5.4.2, |
Ketiga (FFK) 1 | .
Jumlah Arus Keluar Kas

Catatan atas Laporan Keuangan menipakan

terpisahkan dart laporan k&:.mng’:m I

Arus Kas Bersih dari Aktivitas 5.5.4.3

Transitoris o
 HKenaikan | (Penurunan) Has 5.5.5
Saldo Awal Kas o - ! 5.5.6
Koreksi SILPA Tahun Lalu 5.5.7 1
Saldo Akhir Kas 558 B

‘bagian yang tidak

Bangli; 31 Desember 20X 1
Bupat Bangli,
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Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menvajikan informasi kenaikan atau

penurunan ckutas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnyva.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-

pos:

d. Ekuitas Awal;

b. Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;

c. Koreksi-koreksi  vang langsung menambah/mengurangi
ekuitas, vang antara lain bérasal dari dampak kumulatf vang
disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi
kesalahan mendasar, misalnya:

1} koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yvang terjadi
pada perinde-penode sebelumnya;
2] perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Berikut contoh format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah

Kabupaten Bangli

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun vang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2041 dan

20X0

= EDE1_|!3|H.1.. Rupiah|
. Tahun Tahun

... Reff | oox1 | 20x0

 Ekuitas Awal | 5.6.1

Surplus/(Defisit) - LO 5.6.2 -

Dampak Kumulatif Perubahan 5.6.3

Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

hurel-';sl I;"il HEH F-EIHHH'I—EI.HJT

harekm E‘.t-:u1tas I.ra.mn_'-; |

= =

Ekuitas Akhir . 564

Catatan _atas Laporan Keuanan mempakan bagian yang tidak
terpisahkan dart laporan keuangan ini

7.

Bangli, 31 Desember 20X 1
Bupati Bangli,

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif
atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubshan Salde Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, Laporan Perubshan Ekuitas, Neraca, dan Laporan
Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan jugs mencakup
informasi tentang kebijakan akuntanst yvang dipergunakan oleh
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entitas. pelaporan dan informasi lain vang diharuskan dan

dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi

Pemenntahan, serta ungkapan-ungkapan vang diperiukan untuk

menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar, Catatan

atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebapai berikut:

&) Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan  dan
entitas akuntansi;

(b Menyajkan informasi tentang kebijjakan fskal/keuangan,
ckonomi regional [ekononti makrao;

] Menyapkan ikhtsar pencapaian  kinerja keuangan selama
tahun pelaporan  berikut kendala dan hambatan vang
dihadapi dalam pencapaian target;

[d] Menyajikan informasi lentang dasar penvusunan laporan
keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi vang dipilih
untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-
kejadian penting lainnya;

el Menvajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos Yang
disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

() Mengungkapkan informasi vang diharuskan oleh Pernvataan
StandarAkuntansi Pemerintahan yvang belum disajikan dalam
lembar muka laporankeuangan; dan

(gl Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk
penyajian vang wajar, vang tidak disajikan dalam lembar
muka (on the face) laporan keuangan.

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam  akuntansi  adalah Proscs penctapan

terpenuhinya kriteria pencatatan suaty kejadian atau peristiwa

dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian vang
melengkapi unsur  aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA.
belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sehagaimana
akan termuat pada laporan kevangan pemerintahh  dacrah.

Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jutnlah uang terhadap

pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atan

peristiwa terkait,

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atan

pernistiwa untuk diakui vaitu:

a. ‘terdapat kemungkinan bahiwva manfast  ekonomd yang
berkaitan dengan kejadian atau peristiwa terscbut akan
mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas skuntansi
dan entitas pelaporan; dan

b. kejadian ataun peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya
yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal

Dalam menentukan apakah suatu kejadian /peristiwa memenuhi
kriteria pengakuan, perlu mempertim bangkan aspek materialitas,

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan
besar manfaat ckonomi masa depan terjadi digunakan dalam
pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ckonomi masa
depan yang berkaitan dengan pes atau kejadian/peristiwa
terscbut akan mengalir dari atau ke entiras pelaporan. Konsep ini
diperlukan  dalam  menghadapi  ketidakpastian lingkungan
operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian vang
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melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas
dasar bukti vang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan
KCUuATIEAn.

Keandalan Pengukuran

Rriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai vang
akibat  peristiwa  atau  kejadian  yang dapat  diandalkan
pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada
hasil estimasi veng lavak. Apabila pengukuran berdasarkan biava
dan estimasi yang layak tdak mungkin dilakukan, maka
pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan
atas Laporan Keuangan. _

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadh
apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi scielah’ terjadi atau
tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang,

Pengakuan Aset

Aset dizkui pada saat poitensi manfaat ekonomi masa depan
dipereleh oleh pemenntah daerah dan mempunyal nilai atau biava
vang dapat diukur dengan andal,

Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk mutang atau
beban  dibavar dimuka diakul ketitka hak klaim untuk
mendapatkan arus kas masuk atagy manfaat ckonomi lainnya dari
entitas lain telah atay tetap masih terpenuhi dan nilai klaim
tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas vang diperoleh pemerintah daerah antara
lain bersumber dan pajak daergh, rewribusi, has:d pengelolaan
kekayvaan daerah vans dipisahkan, transfer. dan penerimaan
pendapatan daerah lain-lain, serta penerimaan pembiayaan,
scperti hasil  pinjaman.  Proscs  pemungutan  sctiap unsur
pencrimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banvak
pihak atau mnmstansi,. Denpan  demikian, 1tk pengakuan
penerimaan kas oleh pemenntah daerah untuk mendapatkan
pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan vang lebih rinei.
termasuk pengaturan mengenal batasan  wakiu sgak uvang
diterima sampai penyetorannya ke Rekenuing Kas Umum Daerah.
Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat
ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah
daerah setelah perede akuntanst berjalan,

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran
sumber dava ekonomi akan dilakukan untuk’ menyelesaikan
kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas
kewajiban tersebut mempunyail nilai penyelesaian yvang dapat
diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saal dana pinjaman diterima atau pada
saat kewajiban timbul.

Pendapatan LO dan Pendapatan LRA
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan
tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ckonomi,
Pendapatan LRA diakul pada saat diterima di Rekening kas Umum
Daerah atau oleh entitas pelaporan.
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Pendapatan-LO  diakul  bersamaan dengan  penerimaan  kas
dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daesrah
tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan
daerah dan penerimaan kas dacrah. Atau pada saat diterimanya
kas/aset non kas yvang menjadi hak pemerintah dacrah tanpa
lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian,Pendapatan-L0
diakui pada saat kas diterima baik disertal maupun tidak disertai
dokumen penetapari.

Dalam hal badan layvansn umum daecrah, pendapatan diakui
dengan mengacu pada peraturan perundangan yvang mengatur
mengenal badan lavanan umum daerah.

Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakuil pads sazt timbulnya kewajiban atau terjadinya
konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ckonomi-atau
Polenst jasa,

Belanja diakui pada saat werjadinya pengeluaran dari RekKening
Ras Umum Daerah atau enttas pelaporan. Khusus penpelaaran
melalul bendahara pengeluaran pengakuannya terjadl pada saat
pertanggungiawaban  atas pengeluaran  tersebut disahkan oleh
unit yang mempunyai lungsi perbendaharaan.

Pengakuan beban pada penode berjalan di Pemda  Bangh
dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas vaitu pada saat
ditertntkannya SP2D belamja dan Pertanggungiawaban ({SPJ),
kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban
pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuansn.

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai sang untuk mengakui
dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah
daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemernintah
daerah menggunakan nilat perolehan historis, Aset dicatat sebesar
pengeluaran kas dan setarn kas atau sebesar nilal wajar dari
imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebul.
Kewajiban dicatat scbesar nilm wajar sumber ekonomi yang
dipunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang
rupiah. Transaksi yvang menggunakan mata uang asng harus
dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang
Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank
sentral vang berlaku pada tanggal transaksi.

ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah

adalnh anpgapan yang diterima scbagai suatu kebenaran tanpa

perlu dibuktikan agar kebijjakan akuntansi dapat diterapkan, yang

terdiri atas:

a, asumsi kermandirian entitas;

b. asumsi kesinambungan entitas; dan

¢, asumsi keterukuran dalam  satuan  uang (monetary
riesurerte

1. Asumsi Kemandirian Entitas
Asumsi kemandinan entitas, vang berarti bahwa unit
pemerintah daerah sebagal entitas pelaporan dan entitas
akuntansi diangpap sebagai unit wvang mandiri dan
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mempunyal kewajiban untuk menvajikan laporan keuangan
schingga tidak terjadi kekscauan antar unit pemerintahan
dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya
asumsi ini adalsh adanya kéwenangan entitas untuk
MEnyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tangzung
jawab penuh, Entitas bertangaung jawab atas pengelolaan
asct dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan
vunsdiksi tugas pokoknva, termasuk atas kehilangan atau
kerusakan aset dan sumber dava dimaksud, utang piutang
vang terjadi skibat pembuatan keputusan entitas. seria
terlaksana tidaknya program  dan kegiatan yang telah
ditetapkan.

Entitas di pemerintah daerah terdiri:

&.  Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah vang terdisi
dari satu atau lebih entitas akuntans: vang menurut
ketentuan  peraturan perundang-undangan  wajib
menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa
laporan keuangan Permnda; dan

D. Entitas Akuntansi adalah satuan kerja  penguna
anggaran/pengguna barang dan PPKD  dan  oleh
karenanya wajib menvelenggarakan akuntansi dar
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas
akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Asumsl Kesinambungan Entitas

Laporan Kkeuangan Pemerintsh daerah  disusun dengan

asumsi  bahwa Pemerintah  daersh akan berlanjut

keberadaonnya dan  tidak bermaksud untuk melakukan
likuidas:.

Asumsi Keterukuran dalam  Satuan Uang [(Monetary

Measuremeni]|

Laporan keuangan Pemerintah daersh harus menvajikan

setiap kepgiatan yvang diasumsikan dapat dinilai dengan

satuan Uang. Hal ini diperlukan  agar memungkinkan
dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

FRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan kewangan dimaksudloan schagai
ketentuan yang harus dipghami dan ditaat oleh penyelenggara
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam
melnkukan kegiatannva, serta oleh pengglna lapeoran dalam
memahami laporan keuangan vang disajikan. Berikut ini adalah
delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah daerah:

al

basis akuntansi:

prinsip nilai perolehan;

prinsip realisasi;

prinsip substansi mengungeuli formalitas:
prinsip periodisitas;

prinsip konsistensi:

prinsip pengungkapan lengkap:; dan
prinsip penyajian wajar.
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Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah daerah adalahbasis akrual untuk pengakuan
aset, kewajiban, dan ekuitas dalamneraca, pengakuan
pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional, Dalam
hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan
keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah
waijib menyampaikan laporan demikian

Basis akrnual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat
hak untuk memperalch pendapatan  welah  terpenuhi,
walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah
atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat
kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan
bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari
Rekening Kas Umum Daerash atay entitas pelaporan.
Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk
Jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan
basis kas makalRA disusun berdasarkan basis kas berarti
pendapatan penerimaan pembiavaan diakui pada saat kas
diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja
dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat  kas
dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah  tidak
menggunakan istilah labn, melainkan menggunakan sisa
perhitungan anggaran (lehib/kurang) untuk setiap tahun
anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih
realisasi pendapatan dan pembiavaan penerimaan dengan
belanja dan pembiayaan pengeluaran,

Basis aloual untuk neraca berart bahwa aset, kewajiban dan
ckuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi,
atau.  pada sast kejadian  atau  kondis lingkungan
berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bulan pada
saat kas diterima atau dibavar oleh kas daerah,

Prinsip Nilai Perolchan (Historical Cost Principie)

Asel dicatat sebesar jumlah kas yvang dibayar atau sebesar
nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh
aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar
Jumlah  kas yang diharapkan aksn dibavarkan untuk
memenuhi kewajiban di masa vang akan datang dalam
pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah,

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat digndalican daripada
nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan
dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis
dapat digunakan nilai wajar aget atau kewajiban terkait.

Prinsip Realisasi (Realization Principle)

Ketersediaan pendapatan( basis kas) vang telah diotorisasi
melalul APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan
untuk. membiayai belanja daerah dalam periode tahun
anggaran dimaksud atau membayar utang.

Prinsip layak temu biava-pendapatan (matching cost against
revenue principle) tidak mendapatkan penekanan  dalam
akuntansi pemerintah daerah, sebagairmana dipraktikkan
dalam akuntansi sektor swasta,
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Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (Substance Ouver
Form Prnnciple)

Informasi shkuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan
Jjujur  transakst  serta  peristiwa lain  yang seharasnya
dizajikan, maka transaksi atay peristiwa lain tersebut harus
dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas
ckonomi, bukan hanva mengikuti aspek formalitasnva:
Apabila substansi transaksi atau peristiwa  lain  tidak
konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnva. maka hal
terscbut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas
Laporan keuangan.

Prinsip Periodisitas [Periadicity Principle)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan  keuangan Pemerintah
daerah perlu dibagi menjadi  periode-periode pelaporan
sehingga kinerja Pemerintah daerah dapat diukur dan posisi
sumber dava vang dimilikinva dapat ditentukan. Periode
utama pelaporan keuangan vang digunakan adalah tahunan.
Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran sangat
dianjurkan.

Prinsip Konsistensi | Consisteney Principle)

Perlakuan akuntansi vang sama harus diterapkan pada
kejadian yang serupa dari periode ke perinde oleh pemerintah
daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti
bahwa tidak buoleh tegjadi perubahan dari satu ‘metode
akuntansi ke metode akuntansi vang lain. Metode aluntansi
vang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode vang
baru diterapkan harus menunjukkan hasil vang lebih baik
dari metode vang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas
perubahan penerapan metode ini harus diongkapkan dalam
Catatan Atas Laporan Keuangan,

Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Prinviplel
Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyvajikan
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna
laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengeuna laporan
dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan
keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar ( Fair Presentation Principle)

Laporan keuangan FPemerintah daerah harus menyajikan
dengan  wajar Laporan Realisasi  Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Ams Kas,
dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bag penyusun laporan keunangan
Pemerintah  dacrah  diperlukan  ketika  menghadapi
ketidakpastian peristiwa  dan keadaan tertentu.
Ketidakpastian scpert itu diakui dengan mengungkapkan
hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan
sehat dalam penvusunan laporan keuangan pemerintah
daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kchati-
hatian pada saat melakukan prakiraan dalam  kondisi
ketidakpastian sehingga aset atau  pendapatan tdak
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dinvatakan terlalu tinggl serta kewajiban dan belanja tidak
dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggungan
pertimbangan schat tidak memperkenankan, misalnya
pembentukan  dena cadangan  tersembunyi, sengaja
menetapkan asel atau pendapatan vang terlampau rendah
atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja vang terlampau
tinggl, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak
andal,

KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN
ANDAL

Kendsla mformasi vang reélevan dan andzl adalah setiap keadaan
vang tidak memungkmkan tercapsinya kondisi ideal dalam
mewujudkan informasi akuntansi vang relevan dan arndal dalam
laporan keuvangan Pemerintah daerah sebagai akibat keterbatasan
(Emitations) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal vang
mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi
vang relevan dan-andal, vaitu:

4. Matenalitas;

b. Pertimbangan biava dan manfaar, dan

¢, HKeseimbangan antar karakteristik kualitatif.

1. Materightas

Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnva
memuat segala informasi, tetapi hanyva diharuskan meéemual
mformasi yvang memenuhi kriteria materialitas. Informasi
dipandang matenal apabila kelalalan untuk mencantumkan
atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
mempengarah keputusan pengeuna laporan vang dibuat
atas dasar mformasi dalam laporan keuangan pemerintah
daerah.

2. Pertimbangan Biava dan Manfaat

Manfaat vang dihasilkan dari informasi vang dimuat dalarn
laporan kecuangan pemerintah daerah seharusnya melebihi
dari biava yang diperlukan untuk penyusunan laporan
tersebut, Olch karena itu, laporan keuangan pemerintah
dacrahl  tdak semestinya menyajikan informasi  vang
manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya.
Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan
proses periimbangan yang substansial, Biava dimaksud juga
tiddak harus dipikul oleh pengguna informasi vang menikmat
manfaat. '

3. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitanl

heseimbangan antar karaktenstik kualitat! diperluksn untuk
mencapal suatu keseimbangan vang tepat di antara berbapgai
tjuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan
keuangan pemerintah daerah. Kepentngan relatif antar
karakteristik kualitatif dalam berbagar kasus berbeda,
terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat
kepentingan antara dua karakteristik kualitatil  tersebut
merupakan masalah pertimbangan profesional.


Guest
Rectangle


L. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN
Pelaporan Keuangan Pemerintah  Daerah diselenggarakan
berdasarkan peraturan  perundang-undangan yang mengatur
keuangan dacrah, antara lain;

1.

2.

3.

4,

3 e

10,

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
khususnyva bagian vang mengatur keuangan negars;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara;

Undang-Undang  Neomor 1 Tahun 2003 tentang
Perbendaharaan Negara;,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara:
Undang-Undang Nomaor 32 Tahun 2004 tentang Pemermiah
dacrah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Reuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keuwangan Daerah;

Peraturan Pemernntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
teritang Pedomaan Teknis Pengelolaan Keuvangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomer 1781)
Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

11, Peraturan Daerah Nomar 2 Tahun 2013 tentang Pokek-Polok

Pengelolaan Keuangan Daerah.

.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
A. PENDAHULUAN

Tujuan

I. Tujuan kebijakan askuntansi in1 adalah mengatur
penvajian laporan  keuangan untuk tujuan amum
\general purpose financial staterments) dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laperan keusngan baik
terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas
akuntansi.

2. Untuk mencapal tujuan tersebut, kebijjakan akuntans
imi menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka
penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan
keuangan dan persyaratan mmmmum s laporan
keusangan.

3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan
keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
bersama sebagian besar pengguna laporan, Pengakuan,
pengukuran  dan  pengungkapan  transaksi-transaksi
spesifik dan peristiwa-peristiwa vang lamn, diatur dalam
kebijakan akantansi vang khusus.

Ruang Lingku

l. Laporan keuangan untuk tujuan umum vang disusun
dan disajikan dengan basis akrual.

2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan
vang dimaksudkan untuk memenuh: kebutohan
pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah
masyarakat, legislatif, lembaga pemenksa/pengawas,
pihak vang memberi atau berperan dalam proses donasi,
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investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yvang Jebih
tinggi (Pémerintah Pusat, Pemeriniah Provinsi), Laporan
kevangan mcliputi laporan keusngan veang disajikan
wrpisah  atau  bagian  darl laporan keuanpan vang
disajikan dalam dokumen publik lainnva seperti laporan
tahunan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan
dan entitas akuntansi dalam menyvusun laporan
keuangan. Entlitas pelaporan  yvaitu  Pemerintah
Kabupaten Bangli, sedangkan entitas akuntansi vaitu
PPKD dan SKPD dalam lingkup: Pemerintah Kabupaten
Bangli; tidak termasuk perusahaan daersh

Basis Albuntans

Basis akuntansi vang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah daerah vaitu basis akrual.

DEFINISI
Bertkut  adalah  istilah-istilah  vang  digunakan dalam
kebijakan akuntansi ini dengan pengertian:

!

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD|
adalah rencana keuangan rahunan pemerintahan daerah
vang disctujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan
setara kas pada Bendahars Umum Daerah.

Ascl adalah sumber dave ckonomi vang dikuasai
dan/atau dimiliki oléh pemerintah daerah sebagai akibat
dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh oleh pemerintah daerah; serta dapat diukur
dalam  satuan uang, termasuk  sumber  dava
nonkeuangan yang diperlukan untuk penvediaan jasa
bagi masvarakat umum dan sumber-sumber dava vang
dipehhara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tak berwujud adalah aset nnnkruanga_n vang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyvai wuud fisik serta
dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang
atau  jasa alau digunakan untuk tujuan  lainnya
termasuk hak atas kekavaan intelektual.

Asel tetap adalah aset berwujud vang mempunyai masa
manifast lebih dart 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah  atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Basis akrual adalah basis akuntansi vang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnva pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi vang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnva pada saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnyva kewajiban.

Helanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah vang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
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dalam periode tahun anggaran bersangkutan vang tidak
akan  diperoleh pembavarannya  kembali | oleh
pemerintah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
menampung kebutuhan yvang memerlukan dana relatif
besar vang tidak dapat dipenuahi dalam satu tahun
anggaran.

Ekuitas adalah kekavaan bersih pemerintah daerah vang
merupakan selisih antara aset dan  kewajiban
pemerintiah daerah.

Entitas: Akuntansi adalah Satuan kerja pengguna

‘anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib

menvelengparakan akuntansi dan menyusun laparan
keuangan untulk digabungkan pada entitas pelaporan.
Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD
dan PPKD,

Entitas Pelaporan adalah Pemeriniah Daerah vang terdin
dari satu -atau lebih enbtas akuntansi vang menurat
ketentuan  peraturan  perandang-undangan  wajb
menyampaikan laporan pertanggungjawaban  berupa
laporan keuangan Pemerintah Daerah,

Investasi  adalsh aset vang dimaksudkan untuk
memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen,
dan royalti, atau wmanfaat sosial schingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kas adalah uvang tunai dan salde simpanan di bank yvang
setiap saat dapat digunakan untuk membiavai kegiatan
pemerintahan.

Kas Umum Daerzh adalah tempal penymmpanan uang
dagrah yeng ditentukan clch Bendaharawan Umum
Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan
pengeluaran pemenntah daerah.

Kewajiban adalah utang vang timbul dan peristiwa masa
lahi vang penyelesaiannva mengakibatkan aliran keluar
sumber dava ekonomi pemerintah daerah.

Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan
keuangan yang merupakan gaburgan keseluruhan
laporan keuangan entitas akuntansi schingga tersaji
sehagal satu entitas pelaporan funggal.

Laporan  keusngan mterim  adalah laporan keuangan
yvang diterbitkan di antara dua laporan keuangan
talunan.

Mata uang asing adalah mata vang selain mata uang
Rupiah.

Materialitas adalah  suatu kondisi  jika  tidak
tersajikannya atau salah saji suata informasi akan
mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang
dibuat atas dasar laporan keuangan., Materialitas
tergantung pada  hakikat atau besarnya pos atau
kesalahan vang dipertimbangkan dan keadaan khusus
di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian
kewajiban anlar fhak yvang memahami dan berkeinginan
untuk melakukan transaksi wajar.
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Pembigvaan (financing) adalah setiap penerimaan vang
perlu dibavar kembali dan/atau pengeluaran vang akan
ditemma: kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikuinya, vang dalam penganggaran pemerintah
daerah terutams dimaksudkan untuk menutup defisit
atau memaniaatian surplus anggaran.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang
dimleui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun
anggaran vang bersangkutan dan tidak perlu dibavar
kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening
Kas Umum Daerah yang menambah Salde Anggaran
Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersanglkutan
yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah.

Penyusutan adalah adalah alokasi yang sistematis atas
nilai suatu aset tetap vang dapat disusutkan |depreciable
assels) selama masa manfaat aset vang
bersangkutan. Persediaan  adalah aset lancar dalam
bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah
dacrah, dan barang-barang vang dimaksudkan untuk
dijual dan/atau digserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa/ beban luar
biasa vg terjadi karena kejadian atau transaksi yg bukan
merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau
rutin tegady, dan berada di luar kendali atau pengaruh
enbitas bersangkutan,

Rekening Kas Umum Daerah -adalah rekening tempat
penyimpanan-uang dacrah yang ditentukan oleh bupau
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daersh pada bank vang
ditetapkan.

Salde Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang
berasal dari akumulasi SiILPA/SIKPA  tahun-tahun
anggaran  sebelumnya dan  tahun  berjalan  serta
penyvesuaian lain yvang diperkenankan.

Selisth  kurs adalah selisth yang timbul karena
perjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang
berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek vang sangat
likuid yang siap dijabarkan menjad: kas serta bebas dan
risiko perubahan nilai vang signifikan.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)
adalah selisih lebih/ kurang antara realisss penerimaan
dan pengeluaran APBD selama satu peniode pelaporan.
Surplus/ Defisit-LRA adalah selisih lebih /Kurang antara
pendapatan-LRA  dan  belanja selama satu  periode
pelaporan. '

Rurplus/ Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-L0O
dan beban selama satu periode pelaporan, setelah
diperhitungkan surplus/ defisit dam keglatan non
operasional dan pos luar biasa.
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35, Tanpgal pelaporan adalah tanggal han terakhir dan

‘suatu pericde pelaporan,

C. TUJUAN LAPORAN KELUANGAN

i

s

FrorEm A aRD P

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan

mformas) mengenai posist keuangan, realisasi anggaran,

arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas vang
bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dayva,

Secara spesifik, mjnan pelaporan keuangan pemerintah

dagrah adalah untok menvajikan  informasi  vang

berguna untuk pengambilan keputnsan dan uvntok
menunjukkan akuntabilitas entitas  pelaporan atas
sumber daya yang dipercayakan kepadanya, d:nga.n

da. Menvediakan informasi mengenal posisi sumber
dava ekonomi, kewajiban, dan ckuitas dana
pemerintah daerah;

b.  Menvediakan informasi mengenai perubahan pasisi
sumber dava ckonomi; kewajiban, dan ekuitas dansa
pemerintah daerah;

c. Menyediakan 1r1furmas; mengena sumber, HlG}{EEl.
dan penggunaan sumber dava ekonomi;

d. Menvediakan informasi mengenai ketaatan realisasi
terhadap anggarannya;

e, Menyediakan informasi mengenal cara cntitas
pelaporan mendanai aktivitasnva dan memeéenuhi
kebutuhan kasnya;

f. Menvedhiakan infarmasi mengenal potenst
pemerintah daerah untuk membiayal
penyelengzaraan kegiatan pemerintahan:

g. Menvediskan informasi yang berguna  untuk
mengevaluasl kemampuan entitas pelaporan dalam
mendanal aktivitasnya:

Pelaporan keuangan juga menyvajikan informasi bag

penggung mengenai:

a. Indikasi apakah sumber daya telah dipervleh dan
digunakan sesual dengan anggaran; dan _

b, Indikasi apakah sumber dayva diperoleh dan
digunakan sesual dengan ketentuan, termasuk
batas anggaran vang djtetap!-mn oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum im, laporan keuwangan

menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

Aset;

Kewajiban;

Ekuitas;

Pendapatan-lra;

Belanja;

Transler;

Pembiayaan;

Baldo angparan lebih;

Pendapatan lo;

Beban; dan

Arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan

untuk memenuhi tujuan sebagaimena vang dinyatakan
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sehelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi
mjuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan
nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan
laporan kewangan untuk memberikan gambaran vang
Iebth komprehensif mengenal aktivitas suatu  entiias
pelaporan selama satu periode.

Pemerintah daerah menvajikan informasi tambahan
untuk membantu para pengeuna dalam memperkirakan
kincrja kcuangan cntitas dan pengelolaan asct, scperti
halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan
mengenal alokasi sumber dava ekonomi Informas)
tambahan ini termasuk rincian mengenal output entitas
tlan sutcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan,
laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan
lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entiias
selama penode pelaporan.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN
Tanggung jawab penyusunan dan  penyajian  laporan
keuangan berada pada pimpinan entitas.

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

L.

I

Komponen-komponen vang terdapat dalam suatu set
laporan keuangan pokok adalah:

Laporan Realizsasi Anggaran (LRA);

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SALJ,
Meraca;

Laporan Operasional (LOJ;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
hc:mpuncn—kﬂmpuncn laporan kﬂm.ngcm tersebul
disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas
vang hanva disajikan oleh entitas yang mempunyvai
fungsi perbendaharsan umum, dan Laporan Perubahan
SAL wvang hanva disajikan oleh Bendahara Wmum
Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan
keuangan konsolidasiannya,

et B - Wt

;=

STRUKTUR DAN [S]

1.

Pendahuluan

Pernvataan kebijakan akumansi ini mensyaratkan

adanya pengungkapan tertentu pada lembar mukea {on

the face) laporan keuangan, mensvaratkan

pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka

laporan kevangan atau dalam Catatan atas Laporan

Keuangan, dan merckomendasikan format sebagai

lampiran kebijakan akuntansi ini yang dapat diikuti oleh

entitas akuntansi dan entitas pelaporan sesuai dengan

situas] masing-masing.

Identifikasi Laporan Keuangan

. Laporan keuangan diudentifikasi dan dibedakan
secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen
terbitan vang sama.
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b.

Kebijakan akuntansi hanyva berlaku untuk laporan
keuangan dan tidak untuk informasi lain yang
disajikan dalam suatu laporan tabhunan . atau
dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi
penggina untuk dapat membedakan informast vang
disajikan  menurut  kebijakan akuntansi  darn
informasi lain, namun bukan mermupakan subvek
vang digtur dalam kehijakan akuntansi ini.
Sctiap komponen laporan  keuangan  harus
diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi
berikut harus dikemukakan secara jelas. dan
diulang pada setiap halaman faporan bilamana
perlu  untuk memperoleh pemahaman  yang
memadai atas informasi vang disajikan:

1] Nama SKPD/PPKD/PEMDA;

2] Cakupan laporan keuangan, apakah satu
entitas tunggal atau gabungan dar beberapa
entitas akuntansi;

3) Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup
oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan
komponen-komponen laporan keuangarn;

4} Mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan

3) Tingkat ketepatan vang digunakan: dalam
penyajian angka-angka pacda laporan
keuangan.

Berbagai perimbangan diguniakan untuk
pengaturan tentang penomoran halaman, referensi,
dan  susunan lampiran sehingga  dapat
mempermudah pengguna dalam memahami laporan
keuangan.
Laporan keuangan  seringkali lebih  mudah
dimengerti bhilamana informasi disajkan dalam
ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian démikian ini
dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam
penvajian angka-angka divngkapkan dan informas:
vang relevan tidak hilang.

4. “Penode Pelaporan

2.

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya

sekali dalam setzhun. Dalam sitaasi tertentu,

tangpal laporan suatu entitas berubah dan laporan

kéuangan thunan disajiken dengan suatu periode

vang lebih panjang atau lebih pendek dari satu

tahun, entitas mengungkapkan informasi berikat:

1) Alasan penggunasn periode pelaporan tidak
sat tahun, '

2| Fakta bahwsa jumlab-jumliah komparatf untuk
laporan tertentu scperti arus kas dan catatan-
catatan terkait tidak dapat diperbandingkan,

Dalam situas:  tertentu  suatu  enfitas  harus
mengubah tanggal pelaporannyva, misalnya
sehubungan dengan adanyva perubahan  tahun
anggaran. Pengungkapan -atas perubahan tanggal
pelaporan adalah penting agar pengguna menyadan
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kalau jumlah-jumlah vang disajikan untuk periode
sekarang dan jumlah-jumliah komparatifl bdak dapat
diperbandingkan.

c, Tepat Waktu

Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana
laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu
periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Falktor-
faktor yang dihadapi scperti komplcksitas operasi
suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan
vang cukup atas kepagalan pelaporan yang tepat
waktu, Batas waktu penyampaian lapﬂr_a_n
keuangan entitas akuntansi selambat-lambatnya 2
[dua) bulan setelah berakhirnva tahun anggaran,
sedanpgkan laporan keuangan entitas pelaporan
selambat-lambatnva 6 [enam) bulan  setelah
berakhimya tahun anggaran.

1.3 KEBILJAKAN AKUNTANS! LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BERBASIS KAS DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN

LEBIH
A. PENDAHULUAN
Tujuan

1. Tujuan Kehijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi
Anggaran dan Laperan Saldo Anggaran Lebih adalah
menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan  Realisasi
Angparan dan Laporan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah
Kabupateén Bangli dalam rangka memenuhi tdjuan
akuntabililas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.

2. Laporan recalisasi anggaran memberikan informas:
tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di
ungkat SKPD, FPPKD, dan Pemerintah Dacrah.
Pervandingan antara anggaran dan  realisasinya
menunjukkan tingkat ketercapalan target-targel vang
telah  digepakati antara legislatif dan  eksekutif
sesual dengan peraturan daecrah.

3. Laporan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi
tentang kenaikan atau penurunan Salde Anggaran Lebih
tahun  pelaporan  dibandingkan dengan  tahun
sebelumnya.

RHEEE Lingkup
Kebjjakan akuntansi Laporan Realisasi Aggaran ini
diterapkan dalam penvajian LRA vang disusun oleh
SKPD/BLUD, PPKD, dan Pemda.

2. Kebijjakan akuntansi Laporan Saldo Anggaran Lebih
(SAL) hanya disajikan olch entitas  pemerintah
(Pemierintah Dacrah)

B. MANFAAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN
1. Laporan Realisasi Angparan menyediakan informasi
mengenai realisssi  pendapatan, belanja, transfer,
surplus/defisit, dan pembiayaan dari entita akuntansi
dan/atau entitas  pelaporan  yang masing-masing
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diperbandingkan dengan anggarannva, Informasi
tersebiut  berguna  bagy  para  pengguna  laporan
dalam mengevaluasi keputusan mengenal  alokasi
sumber-sumber dava ekonomi, akuntabilitas dan
ketaatan entlitas akuntansi/entitas pelaporan tethadap
anggaran dengan:

a. Menvediakan informasi mengenal sumber, alokasi,
dan penggunaan sumber dave ckonomi;

b.  Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran
secara menyeluruh  yvang  berguna  dalam
mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal
efisienst dan efekfiviias penggunaan anggaran,

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi vang

berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi vang

akan diterima untuk mendanal kegiatan pemerintah
daerah dalam periode mendatang dengan cara
menvajikan laporan secara komparanfl. Laporan Reahsasi

Anggaman dapat menvediakan informast kepada para

pengguna laporan  tentang ndikast  perolehan dan

penggunaan sumber dava ekonoma:

a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan
hemat;

b. Telah dilaksanakan sesual dengan anggarannva
(AFBD); dan

c. Telah dilaksanakan scsuar dengan peraturan
perundang-undangan,

DEFINISI
Benkut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam
kebijalan dengan pengertian!

1.

&n

Anggaran Pendapaian dan Belanja Daerah (APBD)
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
vang disetujum oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Azas Brute adalah suatu prinsip vang tidak
memperkenankan pencatatan fecara neto penerimaan
setelah  dikurang  pengelusran  pada  suatu  unit
orgamisasi atau lidak memperkenankan pencatalan
pengeluaran setelah  dilakukan kompensasi antarg
penerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis askuntanst vang mengakui
pengaruh trangaks dan peristiwa lainnyva pada saat kas
atau setara kas diterima atau dibavar.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum- Daerah yang mengurangi ekuitas: dana lancar
dalam periode tahun anpgaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
daerah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisthkan untuk
menampung . kebutuhan yang memeriugan dana relatif
besar vang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun
anggaran.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdini
dari satu agrau lebih entitas akuntanst yang menurut
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  wajib
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o,

LEn,

11.

k2,

I3.

14.

15

L&

menvampaikan Japoran pertangsungjawaban berupa
laporan keuangan.

Kas Umum Daerah adalah tempal penvimpanan uang
dacrah vang ditentukan oleh Bendaharawan Umum
Dacrah untuk menampung seluruh penerimaan dan
pengeluaran Pemerintah Daerah,

kebijakan akuntansi adalah  prinsip-prinsip, dasar-
dagar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan prakitk-
praktik spesifik yang dipilih vleh suatu enttas pelaparan
dalam penyusunan dan penvajian laporan kevangan,
Pendapatan-LRA adalalh semua penerimasn Rekening
Kas Umum Daerah yang menambah ckuitas dana lancar
dalam periode tahun anggaran yvang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibavar
kembali oleh pemeérintah dacrah

Transfer adalah penenmaan/pengeluaran uang dan
suaty entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan
lain, termasuk dana perimbangan dan dana hagi hasil.
Pembiayvaan (hnancing) adalah sctiap penerimaan vang
perlu dibavar kembsali dan/atau pengeluaran vang akan
diterima  Kembah, ‘baitk pada tabhun  anggaran
bersangkutan malpun tahun-tahun Anggaran
berikutnva, vang dalam penganggaran pemerintah
daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit
atau memanfaatkan surplus-anggaran.

Perusahaan daerah adalah badan usaha vang seluruh
atau ‘sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah
Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penvimpanan uang daerah yang ditentukan ocleh bupat
untuk menampung selurall penerimaan daerah dan
membayvar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.

Surplus/defisit -adalah selisih lebih/ kurang antara
pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

SiLPA/SIKPA adalah selisih  lebih/kuréng antara

realisasi penenimaan dan pengeluaran APBD selama satu
perode pelaporan

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan salde vang
berasal dari alkomulasi SiILPASIKPA  tahun-tahun
anggaran sebelumnya dan  tahun  beralan  serta
penyesualan lan yang diperkenankan

STRUKTUR LAPORAN REALISAS]I ANGGARAN DAN LAPORAN
SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan  Realigasi Anggaran menvajikan informasi
realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit
dan pembiavaan, vang masing-masing diperbandingkan
dengan anggarannya dalam satu periode.

Dialarm Laporan Realisas: Anggaran harus
diidentifikasikan secara jelas, dan diulang pada setiap
halaman laporan, jika dignggap perlu, informasi berikut::
a. MNama SKPD/PPED/Pemda;

. Periode vang dicakup;

¢. Mata uangs pelaporan yaitu Rupiah; dan
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Ca.

d. Satuan angkayvang digunakan,

3. Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi
mengenal perubghan gunggungan salde SiILPA atau
SikPA pada tahun pelaporan dibandingkan tahun
sebelumnva.

PERIODE PELAPORAN

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran

Lebih disajikan sekurangkurangnya sckali dalam setahun.

Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah

dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan

suatu periode yvang lebih panjang atau pendek dari satu

tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagan berikut

1. Alazan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;

2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan
Healisasi Angparan dan catatan-catatan terkait tidak

dapat diperbandingkan.

Tepat Waktu

1. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang
jka laporan tersebut tidak tersedia tepat pada wakiounva,
Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah
daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas
ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menvajikan
laporan keuangan tepat wakiu.

2.  Pemerintah dasrah sebagai entitas pelaporan menyajikan
Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6
(emam) bulan setelah berakhirnya tabhun anggaran.
Entitas aluntansi menvajikan Laporan Realisasi
Anggaran sclambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah
berakhirnya tahun anggarail.

5] LAPORAN REALISAS]I ANGGARAN BERBASIS KAS DAN

SALDO ANGGARAN LEBIH

. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemilian rupa
sehingesa menonjolkan berbagai unsur pendapatan,
belanja, transfer, surplus/defsit, dan pembiayaan yvang
diperlukan untuk penyajian yang wajar.

2. Laporan Realisasi Anggaran menvandingkan realisasi
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit; dan
pembiayaan dengan anggarannya.

3. Laporan Reahsasi Anggeran dijelaskan lebih lanjut
dalam Caratan atas Laporan keuangan,

4. Laporan Reahsasi Anpgaran sekurang-kurangnva
mencakup pos-pos sehagai berikut:

Pendapatan-LRA;

Belanja;

Transfer;

Surplus-atau defisit;

Penerimaan pembiayaan;

Pengeluaran pembiavaan

Pembiavaan neto; dan

Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran

(SILPA/SIPKA).

R oo 0 gl
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5. Laporan S8aldo Anggaran Lebih mencakup pos-pos
sebazal berikuat:
@, Salde Angparan Lebih Tahun Yang Lalu
b. Pengeunaan Saldo Anggaran Lebih
c.. Sisa lebih/ kurang pembiayasan ATEEATAT

[SiLPA /SiKPA) '

d. Koreksi/Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
e, Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan

INFORMAS] YANG DIBSAJIEAN DALAM LAPORAN REALISAS]
ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN

1. Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikast
pendapatan-LEA  menurut  kelompok: dan jenis
pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Rincian
Iebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan
atas Laporan Keuangan.

2. Pos pendapatan yvang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran berdasarkan kelompok pendapatan  sampas
pada kode rekening jenis pendapatan, seperti
Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah,
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Ash Daerah vang
Sah.

3. Entitas akuniansi/entitas  pelaporan  menyvajkan
klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan
Realisasi Anggaran. Pada laporan entitas pelaporan,
klasifikasi belanja menurut orgamsasi disajikan dalam
catalan Atas
laporan keuangan. Klasifikas: belanja menurut fungsi
disajikan dalam calatan atas laporan Keuangan.

TRANSAKS! DALAM MATA UANG ASING

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam
mata uang rupiah denpgan menjabarkan jumlah mata uang
asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada
tanggal transaksi.

RORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Entitas akuntansi dan entitas pelaperan menyajikan Laporan
Healisasi Angparan dalam format sesuail dengan Peraturan
Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntans
Laporan Realisasi Anggaran. Laporam ini  menyajikan
informasi realisasi pendapatan; belanja, transfer, su.r_pIus dan
defisit, pembiayaan dan sisa lebih [kurangl pembiayaan
daerah,

FORMAT LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

1. PPKD =selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah
Daerah selaku entitas pelaporan yang menyajikan
laporan  keuangan konsolidasian menvajikan format
Laporan Saldo Anggaran Lebih sesual dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan,
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2. Format Laporan Perubahan SAL disajikan dalam format
‘sesuai denpan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.4 KEBIJAKAN AKUNTANS| NERACA
A. PENDAHULUAR

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntans oneraca adalah menetapkan
dasar-dasar penvajian neraca untuk entitas akuntansi
dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Bangl
dalam rangka memenuhi ftujuan  akuntabilitas
sehagaimana ditetapkan oleh peraturan  perundang-
undangan.

2. Neraca menggambarkan posisi kcuangan suatu entitas
akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban,
dan ekuitas dana pada tanggal terientu.

Bua o
Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajisn nerace
vang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntans
berbasis akrual untuk ungkat SKPD, PPKD, dan Pemermtah
Daecrah, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINISIE

Bernikut  adalah  istilah-istilah  vang digunakan dalam

Kebijakan Akuntansi ini dengan pengertian:

l. Aser adalah sumber dava ekonomi yvang dikuasai
dan /atau dimilika oleh pemerintah daerah sebagai akibat
dari peristiwa masa lah: dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau  sosial di masa depan diharapkan dapat
diperolch oleh pemerintah deerah, serta dapat diukur
dalam ‘satuan uang, termasuk sumber daya
nonkeuangan vang diperlukan untuk penvediaan jasa
bagi masyvarakat umum dan sumber-sumber dava vang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyal masa
manfaat lebih darn 12 {dua belas} bulan untuk
digunakan dalam  kegiatan pemerintah daerah  atau
diménfaatkan oleh masvarakat umum.

3. Basis akrual -adalah basis akuntansi yang mengakl
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas dtdau setara kas diterima atau dibavar.

4. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
menampung kebutuhan vang memerlukan dana relatif
besar vang tidak dapst dipenuhi dalam =satu tahun
anggaran,

3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerinteh dacrab vang
merupakan selisth antara aset dan  kewajiban
pemeriniah dasrah.

6. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengzuna
angoaran/pengguna barang dan oleh karemanya wajib
menvelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
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